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ABSTRAK 

 

Nurhakiky:  Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg 

Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur 

Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian  

 

Latar belakang dalam penelitian adalah bahwa, Perwalian dijelaskan di 

dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak 

yang belum cakap hukum semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya, 

orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbutan hukum di dalam 

maupun di luar pengadilan. Walaupun di dalam ketentuan KHI tertulis dengan 

jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak 

kandungnya, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan harta anak. Namun, 

kenyataannya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, fakta di lapangan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praksis keperdataan dan ketentuan 

yang ada di dalam kompilasi hukum islam tersebut. Bahwa terdapat kejadian di 

lapangan menunjukkan bahwa praktik keperdataan yang ada kurang mendukung 

implementasi ketentuan yang ada dalam KHI tersebut. Terdapat kasus 

permohonan perwalian anak yang diaajukan oleh ibu kandung nya sendiri yang 

terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengarain. Rumusan Masalah dalam penelitian 

ini adalah: 1) Bagaimana penetapan hakim tentang pe.rmohonan pe.rwalian anak di 

bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan hakim nomor 

135/Pdt.P/2023/PA.Ppg? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam te .rhadap 

pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung pada 

pe.ne.tapan hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg?. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian Pustaka (library research) serta dengan pendekatan yuridis 

normative, yang memadukan studi pustaka dan studi dokumen penetapan 

pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ibu kandung secara 

hukum telah menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur setelah 

ayahnya meninggal, dalam praktiknya, permohonan penetapan perwalian tetap 

dilakukan untuk kepentingan administratif. Majelis Hakim mempertimbangkan 

permohonan tersebut berdasarkan asas kemaslahatan anak serta kelengkapan bukti 

formil, dan akhirnya mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan 

kepentingan terbaik anak. Dalam tinjauan hukum Islam, permohonan ini dapat 

dibenarkan berdasarkan kaidah fiqhiyyah: واجب فهو به إلا الواجب يتم  لا ما  (sesuatu 

yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu 

menjadi wajib), karena penetapan wali menjadi syarat untuk mengurus Taspen, 

yang merupakan hak anak. Penolakan permohonan justru akan menimbulkan 

kemudaratan bagi anak, yang harus dicegah,yang mana apabila permohonan 

tersebut tidak dikabulkan akan menghilangkan hak-hak pada peninggalan harta 

ayahnya. 

 

Kata Kunci:  Perwalian Anak, Ibu, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan 

Hakim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Agung, sebagai salah satu lembaga yang menjalankan 

kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengawasi 

berbagai lembaga peradilan di Indonesia , salah satunya adalah lembaga 

Peradilan Agama.1 Di dalam lingkungan Peradilan Agama, terdapat lembaga 

yang dikenal sebagai Pengadilan Agama. Lembaga ini memiliki kompetensi 

absolut, yang berarti memiliki kekuasaan penuh dalam menangani jenis-jenis 

perkara tertentu. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutuskan, 

dan menyelesaikan perkara perdata khusus yang berkaitan dengan masyarakat 

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.2 

Pengadilan Agama memiliki batasan yang jelas dalam menjalankan 

fungsi dan kewenangannya. Mereka tidak dapat memeriksa atau memutuskan 

perkara di luar wewenang yang telah ditetapkan. Tugas utama Pengadilan 

Agama adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama yang melibatkan individu yang memeluk agama Islam, 

khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Kewenangan ini diatur berdasarkan 

ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang kemudian diubah 

oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.3 

 
1 Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim 

Dalam Proses Peradilan, Lex Administratum II, no. 2 (2014), h.131. 
2 Aden, Fadhil Muhammad Rosadi, Kekusaan Pengadilan, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 

Cet. Ke-2, h.95. 
3 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara 

Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h.69. 
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Pe.rkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk me.le.starikan 

ke.turunan. Tujuan pe.rkawinan me.nurut syari’at Islam yaitu untuk me.mbuat 

hubungan antara laki-laki dan pe.re.mpuan me.njadi te.rhormat dan saling 

me.ridha’i, me.me.lihara ke.turunan de.ngan baik, se.rta me.nimbulkan suasana 

yang te.rtib dan aman dalam ke.hidupan sosial. Pe.rkawinan juga be.rtujuan 

untuk me.nata ke.luarga se.bagai subye.k untuk me.mbiasakan pe.ngalaman-

pe.ngalaman ajaran agama. Fungsi ke.luarga adalah me.njadi pe .laksana 

pe.ndidikan yang paling me.ne.ntukan. Se.bab ke.luarga salah satu di antara 

le.mbaga pe.ndidikan informal, Ibu Bapak yang dike.nal mula pe .rtama ole.h 

putra-putrinya de.ngan se.gala pe.rlakuan yang dite.rima dan dirasakannya, dapat 

me.njadi dasar pe.rtumbuhan pribadi/ke.pribadian sang putra-putri itu se.ndiri.4 

Pe.rwalian be.rhubungan e.rat de.ngan pe.rkawinan, se.bab pe.rwalian 

ditimbulkan ole.h ikatan pe.rkawinan. Masalah dalam pe.rwalian te.rjadi ke.tika 

timbul pe.rce.raian atau ke.matian dari orang tuanya. Pada umumnya ke.kuasaan 

pe.rwalian dipe.gang ole.h ayah, namun jika ayah be.rhalangan untuk me.njadi 

wali, maka ibu me.njadi wali untuk me.nggantikan pe.ran ayah5. 

Pada dasarnya se.luruh anak yang dilahirkan ke. dunia dalam ke.adaan 

fitrah, Kullu Mauludin Yuuladu ’Alal Fithrah. Tugas dan ke.wajiban orang 

tuanya adalah me .ndidik, me.mbimbing dan me.lindunginya dari be.rbagai 

ancaman dan ke.ke.rasan.6 Hakikatnya anak tidak dapat me.lindungi diri se.ndiri 

 
4 Hikmatullah, Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 

2021), h.21. 
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 

1990), Cet. Ke-7, jilid 2, h.173. 
6 Oyo Sunaryo Mukhlas, Norma Dan Pranata Hukum Islam (Bandung: Refika Aditama, 

2015), h.156. 



 

 

3 

dari be.rbagai ancaman ke.ke.rasan yang me.nimbulkan ke.rugian me.ntal, fisik, 

sosial dalam be.rbagai bidang ke.hidupan dan pe.nghidupan. Anak harus dibantu 

ole.h orang lain dalam me.lindungi dirinya, me.ngingat situasi dan kondisinya, 

te.rle.bih dalam pe.laksanaan Pe.radilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. 

Anak pe.rlu me.ndapatkan pe.rlindungan ke.salahan pe.ne.rapan dari pe.raturan 

pe.rundang-undangan yang dibe.rlakukan te.rhadap dirinya, yang me.nimbulkan 

ke.rugian me.ntal, fisik, dan sosial.7 

Fungsi wali dalam kaitan ini adalah se.bagai pe.ndamping, pe.mbimbing 

dan pe.ngawas bagi anak yang be.rkonflik de.ngan hukum yang apabila 

dipe.rlukan dapat me.wakili anak untuk me.lakukan pe.rbuatan hukum, baik di 

dalam maupun di luar pe.ngadilan untuk me.lindungi hak-haknya dan de.mi 

ke.pe.ntingan yang te.rbaik bagi anak.8 

Pe.rwalian adalah pe.ngaturan me.nye.luruh yang dilakukan ole.h orang 

tua atau ke.luarga dari salah satu orang tua te.rse.but te.rhadap anak atau 

se.se.orang yang be.lum atau tidak cakap hukum, baik pe.rwalian jiwa maupun 

pe.rwalian harta.9 

Me.nurut Sayyid Sabiq yang dikutip ole.h Nurhotia Harahap, pe.rwalian 

atas anak ke.cil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka pe.rwalian 

itu be.rpindah ke.pada orang yang diwasiatinya, kare.na dialah wakil dari ayah. 

Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka pe.rwalian itu be.rpindah ke. tangan 

 
7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
8 Johari Muhamad Arif Agus, “Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam 

Perspektif Perlindungan Hukum,” Journal Of Correctional Issues 5, No. 2 (2022), h.93. 
9 Ibid, h.94. 
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hakim, kake.k, ibu, Adapun bagi se.mua ashabah, me.re.ka ini, tidak ada 

pe.rwalian atasnya ke.cuali de.ngan me.lalui wasiat dari ayah si anak te.rse.but.10 

Pe.rwalian  dalam KHI pasal 1 poin h me.nyatakan bahwa pe.rwalian 

adalah ke.we.nangan yang dibe.rikan ke.pada se.se.orang untuk me.lakukan 

se.suatu pe.rbuatan hukum se.bagai wakil untuk ke.pe.ntingan dan atas nama 

anak yang tidak me.mpunyai ke.dua orang tua, atau ke.dua orang tua yang masih 

hidup, tidak cakap me.lakukan pe.rbuatan hukum. Be.rbe.da de.ngan ke.kuasaan 

orang tua te.rhadap anak-anaknya yang se.cara otomatis adalah se.bagai wali 

dan pe.ngasuh anaknya, maka dalam ke.adaan dimana orang tua te.rse.but tidak 

cakap dalam me.njalankan ke.wajibannya atau kare.na me.ninggalnya ke.dua 

orang tua, Se.orang yang ditunjuk ole.h hakim dapat me.njadi wali bagi anak-

anak te.rse.but. Dalam hal ini pe.ncabutan dan pe.rmohonan pe.nunjukan wali 

adalah dilakukan ole.h Pe.ngadilan Agama. 

Dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  me.nyatakan bahwa 

batas usia anak yang mampu be.rdiri se.ndiri atau de.wasa adalah 21 tahun, 

se.panjang anak te.rse.but tidak be.rcacat fisik maupun me.ntal atau be.lum pe.rnah 

me.langsungkan pe.rkawinan. Orang tuanya me.wakili anak te.rse.but me.nge.nai 

se.gala pe.rbuatan hukum di dalam dan di luar Pe.ngadilan. 

Be.rdasarkan ke.te.ntuan Kompilasi Hukum Islam yang te.lah di je.laskan 

diatas bahwa orang tua kandung me.rupakan wali dari anaknya  tidak pe.rlu 

me.ngajukan pe.rmohonan untuk dite.tapkan se.bagai wali anak me.re.ka kare.na 

orang tua se.cara otomatis adalah wali dari anak-anak me.re.ka. Ke.tika salah 

 
10 Nurhotia Harahap, Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal El-

Qanuny, Vol 4, No 1, 2018, h.117. 
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satu dari ke.dua orang tuanya me.ninggal dunia, se.cara otomatis pe.rwalian akan 

be.rada di tangan orang tuanya yang masih hidup. Ke.kuasaan pe.rwaliannya 

me.liputi se.luruh tindakan hukum anaknya, di antaranya me.ngurus warisan 

tanah dan harta be.nda lainnya. Se.mua pe.rbuatan dipe.rbole.hkan dan ditujukan 

hanya untuk ke.pe.ntingan dan ke.baikan anak te.rse.but.  

Namun, pada ke.nyatannya pe.ne .liti me.ne.mukan satu pe.rkara yang 

ke.luar dari ke.te.ntuan-ke.te.ntuan te.rse.but,  Praksis yang te.rjadi di lapangan 

be.rbe.da de.ngan ke.te.ntuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam te.rse.but, 

Dimana pe.ne.liti me.ne.mukan kasus se.orang ibu kandung yang tidak pe.rnah 

dicabut ke.kuasaannya dan me.rupakan orang yang cakap hukum  me.mohon 

pe.ne.tapan pe.rwalian ke.pada Pe.ngadilan. Ibu kandung me.mohon pe.ne.te.pan 

pe.rwalian ke.pada Pe.ngadilan Agama Pasir Pe.ngaraian atas anak kandungnya, 

yang pe.rmohonan te.rse.but te.rcatat de.ngan nomor re.giste.r 

135/Pdt.P/2023/PA.Ppg. Pe.ne.tapan te.rse .but be.risi te.ntang pe.ngajuan 

pe.rmohonan pe.rwalian yang dilakukan ole.h ibu atas anak kandungnya yang 

ayah kandung anak te.rse.but atau suami dari pe.mohon sudah me.ninggal dunia 

pada tahun 2019. Pe.ngajuan pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian te.rse.but untuk 

dapat me.wakili anaknya dalam me.lakukan pe.rbutan hukum. Pe.rbuatan hukum 

yang dimaksud adalah, pe.mohon be.rmaksud untuk  me.ngurus Taspe.n de .ngan 

nomor pe.nsiun 13142237700 yang mana pe.rwalian ini me.njadi salah satu 

syarat dalam pe.ngurusan taspe.n dan pe.rmohonan ini juga diajukan de.ngan 

alasan dalam rangka me.ngurus hak anak-anak te.rse.but atas bagian harta dari 

pe.ninggalan ayah anak-anak te.rse.but. Be.ntuk akhir dari pe.rmohonan ini 
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adalah Maje.lis Hakim me.ngabulkan pe.rmohonan yang diajukan ole.h 

pe.mohon, maje.lis hakim dalam hal ini me.nilai bahwa de.mi ke.pe.ntingan 

te.rbaik bagi anak te.rse .but.  

Be.rdasarkan uraian di atas, pe.ne.liti te.rtarik untuk me.ne.liti masalah 

te.rse.but. Pe.ne.liti be.rmaksud untuk me.ngangkat pe.ne.litian ini de.ngan judul " 

Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/Pa.Ppg tentang 

Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung di 

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.  

 

B. Batasan Masalah 

Be.rdasarkan latar be.lakang yang te.lah pe.nulis uraikan diatas se.rta 

suatu pe.rmasala han yang akan dite.liti, maka pe.rlu kiranya me.mbatasi masalah yang 

dite.liti agar pe.ne.litian le.bih te.rarah, te.rfokus dan tidak me.nyimpang dari topik 

yang dipe.rsoalkan. Maka pe.ne.litian ini pe.nulis batasi pada pe.mbahasan 

me.nge.nai Pe.rmohonan Penetapan Pe.rwalian Anak Di Bawah Umur Ole.h Ibu 

Kandung Pada Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg.   

 

C. Rumusan Masalah 

Be.rdasarkan latar be.lakang di atas, dapat dirumuskan be.be.rapa pokok 

masalah yang akan dite.liti dalam pe.ne.litian ini, di antaranya se.bagai be.rikut:  

1. Bagaimana Pe.ne.tapan  hakim te.ntang pe.rmohonan pe.rwalian anak di 

bawah umur ole.h ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/ 

Pdt.P/2023/PA. Ppg?  
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2.  Bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap pe.rmohonan pe.ne.tapan 

pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan Hakim 

nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Se.tiap pe.ne.litian yang dilakukan sudah pasti me.miliki tujuan yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan dari pe.ne.litian ini yaitu:  

1. Untuk me.ne.laah pe.ne.tapan hakim te.ntang pe.rmohonan pe.rwalian anak di 

bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan Hakim nomor 135/ Pdt.P 

/2023/PA.Ppg.   

2. Untuk me.nganalisis pandangan hukum Islam te.rhadap pe.rmohonan 

pe.ne.tapan pe.rwalian anak dibawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan 

Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari pe.ne.litian ini diharapkan dapat me.mbe.rikan manfaat yaitu:  

1. Ke.gunaan Te.oritis, Pe.ne.litian ini diharapkan dapat me.ningkatkan 

pe.nge.tahuan masyarakat umum te.ntang hukum pe.rkawinan dan me.mbantu 

ke.majuan ilmu pe.nge.tahuan di bidang hukum, khususnya te.ntang apa yang 

dite.rapkan dalam produk pe.ngadilan agama se.bagai hasil dari 

pe.nye.le.saian suatu pe.ristiwa hukum.  

2. Ke.gunaan Praktis Hasil, pe.ne.litian ini diharapkan dapat me.ndorong 

akade.misi lain untuk me.lakukan pe.ne.litian yang re.le.van untuk 

me.ndapatkan informasi le.bih lanjut te.ntang bidang hukum, khususnya 

pe.radilan agama. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori  

1. Permohonan 

Pe.rmohonan ialah suatu surat pe.rmohonan yang didalamnya be.risi 

tuntutan hak pe.rdata ole.h satu pihak yang be.rke.pe.ntingan te.rhadap suatu 

hal yang tidak me.ngandung se.ngke.ta, se.hingga badan pe.radilan yang 

me.ngadili dapat dianggap suatu prose.s pe.radilan yang bukan se.be.narnya11.  

Istilah pe.rmohonan juga lazim me.nggunakan istilah gugatan 

voluntair se.bagaimana se.be.lumnya diatur dalam pe.nje.lasan Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 te.ntang Pokok-Pokok 

Ke.hakiman, yang me.nyatakan bahwa : “Pe.nye.le.saian se.tiap pe.rkara yang 

diajukan ke.pada badan-badan pe .radilan me.ngandung pe.nge.rtian 

didalamnya pe.nye.le.saian masalah yang be.rsangkutan de.ngan yurisdiksi 

voluntair”. 

Se.cara normative., pe.nge.rtian pe.rmohonan (voluntair) adalah 

pe.rkara pe.rdata yang diajukan dalam be.ntuk pe.rmohonan yang 

ditandatangani ole.h pe.mohon atau kuasannya yang ditujukan ke.pada 

Ke.tua Pe.ngadilan. Pe.rkara pe.rmohonan me.miliki pe.rbe.daan yang 

signifikan de.ngan pe.rkara gugatan, yaitu dalam pe.rmohonan tidak te.rdapat 

se.ngke.ta, se.hingga tidak ada pihak yang ditarik se.bagai te.rgugat.12 

 
11 Amri, Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama, (Malang : CV. Literasi Nusantara 

Abadi, 2021), h.24.  
12 Danialsyah, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Medan : CV. Sentosa Deli 

Mandiri, 2023), h.69. 
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Produk hukum dari pe.rmohonan dise.but de.ngan pe.ne.tapan, 

Pe.ne.tapan dalam bahasa Be.landa dise.but de.ngan Be.schiking yang artinya 

adalah produk Pe.ngadilan Agama dalam arti bukan pe.radilan 

se.sungguhmya. Dikatakan bukan pe.radilan yang se.sungguhnya kare.na 

disana hanya ada pe.rmohonan, yang me.mohon untuk dite.tapkan te.ntang 

se.suatu, se.dangkan pe.mohon tidak ada lawan." Pe.ne.tapan itu mucul 

se.bagai produk pe.ngadilan atas pe.mohonan pe.mohon yang tidak 

be.rlawanan maka diktum pe.ne.tapan tidak be.rbunyi me.nghukum 

me.lainkan hanya be.rsifat me.nyatakan.13 

Penetapan berbeda halnya dengan putusan, Meskipun putusan 

hakim (vonnis) dan penetapan hakim (beschikking) adalah sama-sama 

merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, 

namun keduanya memiliki perbedaan.  Definisi Putusan yang tercantum 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas 

perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. 

Perbedaan antara putusan hakim dengan penetapan hakim, dapat 

dilihat berdasarkan artinya. Pada putusan hakim disebut dengan 

jurisdiction contentiosa karena adanya pihak tergugat dan penggugat 

sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Sementara pada 

penetapan hakim disebut dengan jurisdiction valuntaria, karena yang ada 

di dalam penetapan hanyalah pemohon. Putusan hakim adalah sebagai 

 
13 Erfniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonrsia, (Malang: Uin Malang Press, 2009), 

h.276. 
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suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.14 

2. Perwalian  

a. Pengertian Perwalian  

Pe.rwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang be.rarti 

me.nolong yang me.ncintai. Pe.rwalian dalam istilah bahasa juga 

me.miliki be.be.rapa arti, diantaranya adalah kata pe.rwalian be.rasal dari 

kata wali, dan jamak dari awaliya. Kata ini be.rasal dari bahasa Arab 

yang be.rarti te.man, klie.n, sanak atau pe .lindung. Dalam lite.ratur fiqih 

Islam, pe.rwalian dise.but de.ngan al walayah (alwilayah), (orang yang 

me.ngurus atau yang me.ngusai se.suatu), se.pe.rti kata ad-dalalah yang 

juga bisa dise.but de.ngan ad-dilalah.15 

Pe.rwalian dalam istilah fiqh dise.but wilayah, yang be.rarti 

pe.nguasaan dan pe.rlindungan. Jadi arti  dari pe.rwalian me.nurut fiqh 

ialah pe.nguasaan pe.nuh yang dibe.rikan ole.h agama ke.pada se.se.orang 

untuk me.nguasai dan me.lindungi orang atau barang. Orang yang dibe.ri 

ke.kuasaan pe.rwalian dise.but wali.16 

 
14 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia 

Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), Cet. Ke-1, h.51. 
15 Kaliandra Saputra Pulungan, “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif 

Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam,” Jurnal Hukum Islam 2, No. 3 (2020), h.49. 
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian), (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.41. 
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Dalam Kamus praktis bahasa Indone.sia, wali be.rarti orang 

yang me.nurut hukum (agama, adat) dise.rahi ke.wajiban me.ngurus anak 

yatim se.rta hartanya se.be.lum anak itu de.wasa.17 

Pe.rwalian dalam arti umum yaitu se.gala se.suatu yang 

be.rhubungan de.ngan wali. wali me.mpunyai banyak arti, antara lain: 

1) Orang yang me.nurut hukum (agama, adat) dise.rahi ke.wajiban 

me.ngurus anak yatim se.rta hartanya, se.be.lum anak itu de.wasa. 

2) Pe.ngasuh pe.ngantin pe.re.mpuan pada waktu me.nikah (yaitu yang 

me.lakukan janji nikah de.ngan pe.ngantin laki-laki). 

3) Orang sale.h (suci), pe.nye.bar agama. 

4) Ke.pala pe.me.rintah. 

Arti-arti di atas te.rse.but pe.makaiannya dise.suaikan de.ngan 

konte.ks kalimat. Adapun yang dimaksud de.ngan "pe.rwalian" di sini 

yaitu “pe.me.liharaan dan pe.ngawasan anak yatim dan hartanya. 

Me.nurut Muhammad Jawad Mughniyah, pe.me.liharaan dan 

pe.ngawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, te.tapi juga 

be.rlaku untuk orang gila, anak yang masih ke.cil (kanak-kanak), safih 

(idiot), dan bangkrut.18 

Pe.rwalian dapat juga diartikan de.ngan ke.kuasaan yang 

diamanahkan ke.pada wali, agar me.njadi wakil dari anak ke.cil untuk 

me.ngurus dan me.rawat ke.pe.ntingan hukumnya atas nama ke.pe.ntingan 

anak, se.hingga ke.wajiban me.rawat dan me.mbe.rikan pe.ndidikan 

 
17 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 
18 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Kencana, 2010 ), h.165-166. 
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dibe.bankan de.ngan orang yang ditunjuk me.njadi wali untuk 

me.njalankan ke.wajibannya.19 

Pe.nge.rtian pe.rwalian me.nurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

“Pe.rwalian adalah ke.we.nangan yang dibe.rikan ke.pada se.se.orang untuk 

me.lakukan suatu pe.rbuatan hukum se.bagai wakil untuk ke.pe.ntingan 

dan atas nama anak yang tidak me.mpunyai ke.dua orang tua, orang tua 

yang masih hidup tidak cakap me.lakukan pe.rbuatan hukum20. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pe.rwalian adalah wali 

dimaksudkan untuk me.njaga dan me.lindungi anak yang be.lum mampu 

me.lakukan tindakan hukum de.ngan otoritas mutlak, be.rdasar tanggung 

jawab, dan cinta kasih, dan me.mbantu me.re.ka dalam me.lakukan se.tiap 

tindakan hukum yang be.rkaitan de.ngan harta be.ndanya dan dirinya 

se.ndiri. 

Hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang 

mana hadhanah orangtua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi 

kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih 

bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari 

keterampilan dan lain-lain21. hadhanah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

 
19 Septina, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkaran Permohonan Penetapan Perwalian 

Anak Untuk Kepentingan Pendafataran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Perspektif 

Hukum Keluarga Islam (Studi Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)” 

Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), h.33. 
20 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, (Bandung: Nuansa 

Aulia, 2024), h.2. 
21 Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonasia, (Kencana: Prenada Media Group 

2004), h.309.   
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sendiri. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, partumbuhan jasmani, rohani, 

kecerdasan dan pendidikan agamanya. Seorang suami, sesuai 

penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, 

pengobatan dan pendidikan anak. Kewajiban orangtua berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus 

berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus22. 

Perbedaan di antara masalah kedua tersebut adalah kalau di 

dalam Hadhanah, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih 

belum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau 

anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan 

pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya 

kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut 

kawin lagi. Sedangkan perwalian adalah kewenangan atau penguasaan 

yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum 

sebagai wakil bagi anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau 

tidak berada di dalam kekuasaan orangtua nya.  

Para ulama mazhab se.pakat bahwa, wali anak ke.cil adalah 

ayahnya, se.dangkan ibunya tidak me.mpunyai hak pe.rwalian ke.cuali 

me.nurut pe.ndapat se.bagian ulama Syafi'i. Se.lanjutnya para ulama 

mazhab be.rbe.da pe.ndapat te.ntang wali yang bukan sah. 

 
22 Zulfan Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang 

Keluar Dari Agama Islam (Murtad), (Bintan: Stain Sultan Abdurrahaman Press, 2019), Cet. Ke-1, 

h.26. 
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Hambali dan Maliki me.ngatakan: Wali se.sudah ayah, adalah 

orang yang me.ne.rima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak me.mpunyai 

orang yang diwasiati, maka pe.rwalian jatuh ke . tangan hakim syar’i. 

Se.dangkan kake.k, sama se.kali tidak punya hak dalam pe.rwalian, se.bab 

kake.k me.nurut me.re.ka tidak bisa me.ne.mpati posisi ayah. Kalau posisi 

kake.k dari pihak ayah sudah se.pe.rti itu, maka apa lagi kake.k dari pihak 

Ibu. 

Hanafi me.ngatakan: Para wali se.sudah ayah adalah orang yang 

me.ne.rima wasiat dari ayah. Se.sudah itu kake.k dari pihak ayah, lalu 

yang me.ne.rima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka pe.rwalian 

jatuh ke. tangan qadhi. 

Se.me.ntara itu Syafi'i me.ngatakan Pe.rwalian be.ralih dari ayah 

ke.pada kake.k, dan dari kake.k ke.pada orang yang me.ne.rima wasiat dari 

ayah. Se.te.rusnya, ke.pada pe.ne.rima wasiat kake.k, dan se.sudah itu 

ke.pada qadhi.23 

b. Dasar Hukum Perwalian  

Anak yang masih be.rada di bawah umur ke.wajiban untuk 

me.njaga dan me.me.liharanya me.njadi tanggungjawab orang tuanya. 

Jika orang tuanya me.ninggal dunia atau ke.kuasaannya dicabut, maka 

pe.me.liharaan anak te.rse.but akan diasuh ole.h wali.  

 
23 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, ( Jakarta : PT. Lentera Basritama, 

2004 ), h.693. 
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Pe.rwalian anak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam 

Te.ntang Pe.rwalian, yaitu te.rdapat dalam pasal 107-112.24  

Pasal 107 

(1) Pe.rwalian hanya te.rhadap anak yang be.lum me.ncapai umur 21 

tahun dan atau be.lum pe.rnah me.langsungkan pe.rkawinan. 

(2) Pe.rwalian me.liputi pe.rwalian te.rhadap diri dan harta ke.kayaanya. 

(3) Bila wali tidak mampu be.rbuat atau lalai me.laksanakan tugas 

pe.rwaliannya, maka pe.ngadilan Agama dapat me.nunjuk salah 

se.orang ke.rabat untuk be.rtindak se.bagai wali atas pe.rmohonan 

ke.rabat te.rse.but. 

(4) Wali se.dapat-dapatnya diambil dari ke.luarga anak te.rse.but atau 

orang lain yang sudah de.wasa, be.rpikiran se.hat, adil, jujur dan 

be.rke.lakuan baik, atau badan hukum. 

Pasal 108 

Orang tua dapat me.wasiatkan ke.pada se.se.orang atau badan 

hukum untuk me.lakukan pe.rwalian atas diri dan ke.kayaan anak atau 

anak-anaknya se.sudah ia me.ninggal dunia. 

Pasal 109 

Pe.ngadilan Agama dapat me.ncabut hak pe.rwalian se.se.orang 

atau badan hukum dan me.mindahkan- nya ke.pada pihak lain atas 

pe.rmohonan ke.rabatnya bila wali te.rse.but pe.mabuk, pe.njudi, 

pe.mboros, gila dan atau me.lalaikan atau me.nyalah gunakan hak dan 

 
24 Muhammad Dzaky, “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan 

Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, 

No. 6 (2022), h.483. 
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we.we.nangnya se.bagai wali de.mi ke.pe.ntingan orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya. 

Pasal 110 

(1) Wali be.rke.wajiban me.ngurus diri dan harta orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya de.ngan se.baik-baiknya dan be.rke.wajiban 

me.mbe.rikan bimbingan agama, pe .ndidikan dan ke.te.rampilan 

lainnya untuk masa de.pan orang yang be.rada di bawah 

pe.rwaliannya. 

(2) Wali dilarang me.ngikatkan, me.mbe.bani dan me.ngasingkan harta 

orang yang be.rada dibawah pe.rwaliannya, ke.cuali bila pe.rbuatan 

te.rse.but me.nguntungkan bagi orang yang be.rada di bawah 

pe.rwaliannya yang tidak dapat di- hindarkan. 

(3) Wali be.rtanggung jawab te.rhadap harta orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya, dan me.ngganti ke .rugian yang timbul se.bagai 

akibat ke.salahan atau ke.lalaiannya. 

(4) De.ngan tidak me.ngurangi ke.nte.ntuan yang diatur dalam pasal 51 

ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pe.rtanggungjawaban 

wali te.rse.but ayat (3) harus dibuktikan de.ngan pe.mbukuan yang 

ditutup tiap satu tahun satu kali. 

Pasal 111 

(1) Wali be.rke.wajiban me.nye.rahkan se.luruh harta orang yang be.rada 

di bawah pe.rwaliannya, bila yang be.rsangkutan te.lah me.ncapai 

umur 21 tahun atau te.lah me.nikah. 
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(2) Apabila pe.rwalian te.lah be.rakhir, maka Pe.ngadilan Agama 

be.rwe.nang me.ngadili pe.rse.lisihan antara wali dan orang yang 

be.rada di bawah pe.rwaliannya te.ntang harta yang dise.rahkan. 

Pasal 112 

Wali dapat me.mpe.rgunakan harta orang yang be.rada di bawah 

pe.rwaliannya, se.panjang dipe.rlukan untuk ke.pe.ntingannya me.nurut 

ke.patutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir. 

Hukum Islam juga me.ngatur te.ntang pe.rwalian anak 

se.bagaimana yang te.rdapat dalam surah an-nisa ayat 5-6 :  

هَا وَاكْسُوْهُمْ  ْ جَعَلَ الل ّٰهُ لَكُمْ قييّٰمًا وَّارْزقُُ وْهُمْ فيي ْ وَلََ تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَۤ امَْوَالَكُمُ الَّتِي
 وَقُ وْلُوْا لََمُْ قَ وْلًَ مَّعْرُوْفاً 

Artinya: “Janganlah kamu se.rahkan ke.pada orang-orang yang be.lum 

se.mpurna akalnya harta (me.re.ka yang ada dalam 

ke.kuasaan)-mu yang Allah jadikan se.bagai pokok 

ke.hidupanmu. Be.rilah me.re.ka be.lanja dan pakaian dari 

(hasil harta) itu dan ucapkanlah ke.pada me.re.ka pe.rkataan 

yang baik.”25 

 

Ayat ini me.larang me.mbe.ri harta ke.pada para pe.milik yang 

tidak mampu me.nge.lola hartanya de.ngan baik. Ini agaknya se .ngaja 

dite.mpatkan disini bukan se.be.lum pe.rintah yang lalu agar larangan 

ayat ini tidak me.njadi dalil bagi siapapun yang e.nggan me.mbe.ri harta 

itu ke.pada me.re.ka dan se.mua orang bahwa Allah me.me.rintahkan. Dan 

janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, me.nye.rahkan 

ke.pada orang-orang yang be.lum se.mpurna akalnya baik yatim, anak 

ke.cil, orang de.wasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta me.re.ka 

 
25 “Al-Qur’an Kemenag In Ms Word” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019), 

Q.S.An-Nisa’[4] Ayat 5. 
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yang ada dalam ke.kuasaan atau we.we.nang kamu, kare.na harta itu 

dijadikan allah untuk kamu se.bagai pokok ke.hidupan se.hingga harus 

dipe.lihara dan tidak bole.h diboroskan atau digunakan bukan pada 

te.mpatnya. Pe.lihara dan ke.mbangkanlah harta itu tanpa me.ngabaikan 

ke.butuhan yang wajar dari pe.milik harta yang mampu me.nge.lola harta 

itu. Kare.na itu, be.rilah me.re.ka be.lanja dan pakaian dari hasil harta itu 

dan ucapkanlah ke.pada me.re.ka kata-kata yang baik. Adalah tindakan 

yang bijaksana bila me.nje.laskan me.ne.mpuh jalan itu se.hingga hati 

me.re.ka te .nang dan hubungan kalian te.tap harmonis.26  

ى حَت ّٰ وَابْ تَ لُوا  هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوْ  ٓ  ايذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ  ٓ  الْيَتّٰمّٰ  ا ايليَْهيمْ ٓ  فاَينْ اّٰنَسْتُمْ مِّن ْ
   ٓ  وَمَنْ كَانَ غَنييًّا فَ لْيَسْتَ عْفيفْ  ٓ  ايسْراَفاً وَّبيدَاراً انَْ يَّكْبَ رُوْا  ٓ  وَلََ تأَْكُلُوْهَا ٓ  امَْوَالََمُْ  

راً فَ لْ وَمَنْ كَانَ فَ  دُوْا عَلَيْهيمْ  ٓ  يَأْكُلْ بيالْمَعْرُوْفي قيي ْ مْ امَْوَالََمُْ فاََشْهي    ٓ  فاَيذَا دَفَ عْتُمْ ايليَْهي
يْبًا   ى بيالل ّٰهي حَسي  وكََفّٰ

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal me.ngatur harta) 

sampai ke.tika me.re.ka cukup umur untuk me.nikah. Lalu, 

jika me.nurut pe.nilaianmu me.re.ka te.lah pandai (me.ngatur 

harta), se.rahkanlah ke.pada me.re.ka hartanya. Janganlah 

kamu me.makannya (harta anak yatim) me.le.bihi batas 

ke.patutan dan (janganlah kamu) te.rge.sa-ge.sa 

(me.nghabiskannya) se.be.lum me.re.ka de.wasa. Siapa saja (di 

antara pe.me.lihara itu) mampu, maka he.ndaklah dia 

me.nahan diri (dari me.makan harta anak yatim itu) dan siapa 

saja yang fakir, maka bole.hlah dia makan harta itu me.nurut 

cara yang baik. Ke.mudian, apabila kamu me.nye.rahkan 

harta itu ke.pada me.re.ka, he.ndaklah kamu adakan saksi-

saksi. Cukuplah Allah se.bagai pe.ngawas”27. 

 

 
26 M. Quraish Shihab, Tafsir A1 Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.347. 
27 “Al-Qur’an Kemenag In Ms Word” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2019), 

Q.S.An-Nisa’[4] Ayat 6. 
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Se.te.lah me.larang pe.mbe.rian harta ke.pada yang tidak mampu 

me.nge.lolanya se.pe.rti anak- anak yatim. Maka dalam ayat ini 

dite.gaskan bahwa larangan itu tidak te.rus me.ne.rus. Wali he.ndaknya 

me.mpe.rhatikan ke.adaan me.re.ka, se.hingga bila para pe.milik itu te.lah 

dinilai mampu me.nge.lola harta de.ngan baik, maka harta me.re.ka harus 

se.ge.ra dise.rahkan. Se.lanjutnya, kare.na dalam rangkaian ayat- ayat 

yang lalu anak yatim yang pe.rtama dise.but ayat ke.dua se.bab 

me.re.kalah yang paling le.mah,maka disini me.re.ka pun yang pe.rtama 

dise.but. Ke.pada para wali dipe.rintahkan ujilah anak yatim itu de.ngan 

me.mpe.rhatikan ke.adaan me.re.ka dalam hal pe.nggunaan harta, se.rta 

latihlah me.re.ka sampai hampir me.ncapai umur yang me.njadikan 

me.re.ka mampu me.masuki ge.rbang pe.rkawinan. Maka ke.tika itu, jika 

kamu te.lah me.nge.tahui, yakni pe.nge.tahuan yang me.njadikan kamu 

te.nang kare.na adanya pada me.re.ka ke.ce.rdasan, yakni ke.pandaian 

me.me.lihara harta se.rta ke.stabilan me.ntal, maka se.rahkanlah ke.pada 

me.re.ka harta- harta me.re.ka, kare.na ke.tika itu tidak ada lagi alasan 

untuk me.nahan harta me.re.ka28. 

Dalam sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari al-barra’ ibn azib:  

َّ  أنَّ   بمنزلة  الخالة  وقال لخالتها  حمزة  ابْ نَةي  في  قَضَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللُ  صَلَّى النَّبي
 ا الأمم

Artinya:  Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (wali) bagi anak 

perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibu 

 
28 M. Quraish Shihab, Op.Cit, h.350. 
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(khalah)nya, dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu 

(menempati) kedudukan ibu" (Riwayat al-Bukhary). 

 وَاليدَةُ  الْخاَلَةَ  فإَينَّ  خَالتَيهَا  عيندَ  وَالجاَرييةَُ 
 
Rasulullah SAW. Bersabda: "Bagi anak Perempuan (jariyah), 

(perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah 

orang tua perempuan (walidah)nya" (Riwayat Ahmad dari Ali ra.).29  

Hadis ini merupakan dasar fiqih dalam perkara hak asuh anak 

yatim atau perwalian anak setelah orang tuanya wafat. Dalam kasus 

ini, Rasulullah memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah (yang 

telah wafat di medan perang) diasuh oleh khala (bibi dari pihak ibu), 

dan bukan oleh pihak lain seperti paman atau sepupu. 

Pe.ngaturan pe.rwalian juga di je .laskan di dalam Pasal 

50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 te .ntang Pe.rkawinan dan 

dalam KUHPe.rdata pasal 299, 345,353. 

c. Macam-macam Perwalian  

Je.nis-je.nis Pe.rwalian dalam Pasal 107 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Islam me.nye.butkan: Pe.rwalian me.liputi pe.rwalian diri dan 

harta ke.kayaannya. 

Me.nurut hukum Islam “pe.rwalian” te.rbagi dalam tiga 

ke.lompok. Para ulama me.nge.lompokan:   

1) Pe.rwalian jiwa (Al-Wâlayah alâ al-nafs), Pe.rwalian jiwa yaitu 

pe.rwalian yang be.rkaitan de.ngan diri pribadi anak yang 

 
29 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 

h.261-262. 
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be.rhubungan de.ngan masalah-masalah ke.luarga se.pe .rti 

pe.rkawinan, pe.me.liharaan dan pe.ndidikan anak, ke.se.hatan, dan 

aktivitas anak (ke.luarga) yang hak ke.pe.ngawasan pada dasarnya 

be.rada di tanganayah, atau kake.k, dan para wali yang lain; 

2) Pe.rwalian harta (Al-Wâlayah alâ al-mâl) Pe.rwalian te.rhadap harta 

ialah pe.rwalian yang be.rhubungan de.ngan ihwal pe.nge.lolaan 

ke.kayaan te.rte .ntu dalam hal pe.nge.mbangan, pe.me.liharaan 

(pe.ngawasan) dan pe.mbe.lanjaan; 

3) Pe.rwalian jiwa dan harta (Al-Wâlayah alâ al-nafs wal mali ma‟an) 

Pe.rwalian jiwa dan harta ialah pe.rwalian yang me.liputi urusan 

urusan pribadi dan harta ke.kayaan, dan hanya be.rada ditangan ayah 

dan kake.k. Pe.rwalian bagi anak yang be.lum de.wasa atau bagi anak 

yang masih be.lum cakap dalam me.lakukan pe.rbuatan hukum atau 

bagi anak yang sakit akalnya (orang gila) te.rmasuk ke. dalam 

kate.gori pe.rwalian jiwa dan harta. Adapun pe.rwalian te.rhadap jiwa 

dan harta ialah pe.rwalian yang me.liputi urusan urusan pribadi dan 

harta ke.kayaan, dan hanya be.rada di tangan ayah dan kake.k.30 

d. Syarat Perwalian 

Para ulama mazhab se.pakat bahwa wali dan orang- orang yang 

me.ne.rima wasiat untuk me.njadi wali, dipe.rsyaratkan harus baligh, 

me.nge.rti dan se.agama, bahkan banyak di antara me.re.ka yang 

me.nsyaratkan bahwa wali itu harus Adil, baik budi pe.ke.rtinya dan 

 
30 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h.136. 
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me.njaga nama baiknya,  Amanah dalam me.laksanakan tugasnya, se.bab 

ke.lalaian dalam pe.laksanaan pe.rwalian akan be.rakibat buruk ke.pada 

anak,  Pe.rbuatannya se.lalu me.ngarah ke.pada ke.maslahatan, tidak 

me.lakukan tindakan yang me.ngarah ke.pada ke.mudharatan. Syarat-

syarat ini harus te.rpe.nuhi se.be.lum se.se.orang diangkat me.njadi wali. 

Se.lama waktu pe.rwalian, syarat te.rse.but harus te.tap te.rjaga. Dan jika 

hilang salah satu di antaranya maka pe.rwalian dapat dicabut dari 

ke.kuasaannya.31  

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 4 me.nye.butkan 

bahwa wali se.dapat-dapatnya diambil dari ke.luarga anak te.rse.but atau 

orang lain yang sudah de.wasa, be.rpikiran se.hat, adil, jujur dan 

be.rke.lakuan baik, atau badan hukum. 

e. Hak dan Kewajiban Wali 

Adapun me.nge.nai rincian tugas dan ke.wajiban wali te.rhadap 

diri dan harta be.nda anak yang dibawah pe.rwaliannya te.rdapat dalam 

pasal 110 kompilasi Hukum Islam yang be.rbunyi se.bagai be.rikut32 :  

1) Wali me.miliki ke.wajiban me.ngurus diri dan harta orang yang 

be.rada di bawah pe.rwaliannya de.ngan se.baik-baiknya dan 

be.rke.wajiban me.mbe.rikan bimbingan agama, pe.ndidikan dan 

ke.te.rampilan lainnya untuk masa de.pan orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya: 

 
31 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010 ), h.169. 
32 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2021), h.209. 
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2) Wali dilarang me.ngikat, me.mbe.bani dan me.ngasingkan harta orang 

yang be.rada di bawah pe.rwaliannya, ke.cuali bila pe.rbuatan 

te.rse.but me.nguntungkan bagi orang yang be.rada di bawah 

pe.rwaliannya atau me.rupakan suatu ke.nyataan yang tidak dapat 

dihindari; 

3) Wali be.rtanggung jawab te.rhadap harta orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya, dan me.ngganti ke.rugian yang timbul akibat 

ke.salahan dan ke.lalaiannya; 

4) De.ngan tidak me.ngurangi ke.te.ntuan yang diatur dalam Pasal 51 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pe.rtanggung 

jawaban wali yang te.rse.but pada ayat (3) harus dibuktikan de.ngan 

pe.mbukuan yang ditutup se.tiap satu tahun se.kali. 

Se.lain itu, pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam juga 

be.rbunyi "orang tua be.rke.wajiban me.rawat dan me.nge.mbangkan harta 

anaknya yang be.lum de.wasa atau di bawah pe.ngampunan dan tidak 

dipe.rbole.hkan me.mindahkan atau me.nggadaikan ke.cuali kare.na 

ke.pe.rluan yang me.nde.sak jika ke.pe.ntingan dan ke.maslatan anak itu 

me.nghe.ndaki atau suatu ke.nyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.  

Di dalam hukum Islam ( fiqih ) ke.wajiban-ke.wajiban wali atau 

tugas wali ialah se.pe.rti tugas se.orang orang tua yang me.njalankan 

ke.kuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu 

ia harus me.me.lihara pribadi anak yang be.lum de.wasa dan me.nge.lola 

harta ke.kayaan se.pe.rti para orang tua, dan se.orang ayah atau ne.ne.k 
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dapat me.mbe.rikan wasiat ke.pada orang lain se.bagai wali anak atau 

walinnya se.sudah ia me.ninggal. 

Adapun hak wali dalam pasal 112 KHI, dalam me.lakukan tugas 

pe.rwalian hak wali yaitu dapat me.mpe.rgunakan harta anak yang 

be.rada di bawah pe.rwaliannya, se.panjang dipe.rlukan untuk 

ke.pe.rluannya me.nurut ke.patutan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 

KHI)33. 

Me.nurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqih munakahat 

dise.butkan bahwa para ulama mazhab se.pakat bahwa se.tiap tindakan-

tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang be.rada di 

bawah pe.rwaliannya, se.panjang hal itu baik dan be.rmanfaat, 

dinyatakan sah.34 

3. Anak  

a. Pengertian Anak 

Pe.nge.rtian Anak dalam E.nsiklope.di Hukum Islam dide.finisikan 

se.bagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun 

pe.re.mpuan atau khunsa yang me.rupakan hasil pe.rse.tubuhan dua lawan 

je.nis. Dalam bahasa Arab anak be.rasal dari kata walad jamaknya 

awlad, be.rarti anak yang dilahirkan ole.h orang tuanya, baik be.rje.nis 

ke.lamin laki-laki maupun pe.re.mpuan, baik itu be.sar maupun ke.cil.  

Se.cara umum apa yang dimaksud de.ngan anak adalah 

ke.turunan atau ge.ne.rasi se.bagai suatu hasil dari hubungan ke.lamin 

 
33 Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By 

Concept of Written Law in Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3 (2017), h.586. 
34 Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit, h.171. 
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atau pe.rse.tubuhan (se.xual inte.rcoss) antara se.orang laki-laki de.ngan 

se.orang pe.re.mpuan baik dalam ikatan pe.rkawinan maupun di luar 

pe.rkawinan. Ke.mudian di dalam hukum adat se.bagaimana yang 

dinyatakan ole.h Soe.rojo Wignjodipoe.ro yang dikutip ole.h Tholib 

Se.tiadi, dinyatakan bahwa: ” ke.cuali dilihat ole.h orang tuanya se.bagai 

pe.ne.rus ge.ne.rasi juga anak itu dipandang pula se.bagai wadah di mana 

se.mua harapan orang tuanya ke.lak ke.mudian hari wajib ditumpahkan, 

pula dipandang se.bagai pe.lindung orang tuanya ke.lak bila orang tua itu 

sudah tidak mampu lagi se.cara fisik untuk me.ncari nafkah.35 

Me.nurut yanuar faris wismayanti anak dalam hukum Indone.sia 

me.rupakan ke.lompok Masyarakat yang be.lum be.rusia 21 tahun dan 

be.lum me.nikah.36 

b. Hak Anak 

Hukum Islam sangat me.ne.kankan pada pe.ngasuhan dan 

pe.rlindungan anak. Hal itu te.rlihat dari be.be.rapa nash dalam al Qur’an 

dan hadis yang me.ngimple.me.ntasikan hak anak, kare.na inti dari 

pe.rlindungan anak adalah pe.rwujudan hak anak, diantaranya :  

1) Hak untuk hidup, yaitu Islam, de.ngan te.gas me.mbe.la hak hidup 

se.mua orang, te.rmasuk anak yang be.lum lahir yang masih dalam 

kandungan. Banyak ayat al-Qur’an yang me .ne.kankan larangan 

me.mbunuh jiwa manusia, baik itu anak se.ndiri maupun orang lain. 

 
35 Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan 

(Malang: Madza Media, 2021), h.23. 
36 Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah 

Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh),” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 1 (2012), 

h.63. 
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ke.wajiban untuk me.njaga ke.langsungan hidup anak. Islam 

me.njamin hak hidup anak, te.rmasuk janin yang masih ada di dalam 

rahim. 

2) Hak untuk diakui ole.h nasab hak se.orang anak untuk diakui dalam 

silsilah nasab adalah hak yang paling pe.nting dan me.miliki banyak 

manfaat untuk hidupnya. Me.nurut hukum Islam, se.orang anak 

be.rhak untuk dipanggil de.ngan nama ayahnya, bukan nama orang 

lain, te.rle.pas dari orang yang te.lah me.njaganya se.jak ke.cil. 

3) Hak atas nama, hukum Islam me.wajibkan pe.mbe.rian nama yang 

baik ke.pada anak kare.na nama sangat pe.nting dan be.rdampak pada 

orang yang me.makainya. Se.lain itu, namanya te.tap me.le.kat 

padanya dan te.rkait de.ngannya se.lama dan se.te.lah hidupnya.  

4) Hak untuk me.nyusui, yang be.rarti hak anak yang lahir dari se.orang 

wanita untuk me.mpe.rtahankan hidupnya, te.rmasuk hak untuk 

me.ne.rima air susu ibu se.te.lah ke.lahiran. Hak anak untuk me.nyusui 

juga dilindungi ole.h hukum Islam se.hingga tidak ada yang me .rasa 

te.rlindungi. 

5) Orang tua me.miliki ke.wajiban untuk me.mbe.rikan pe.ndidikan, 

pe.ngasuhan, dan pe.rawatan me.dis yang me.madai ke.pada anak 

me.re.ka, be.rsama de.ngan hak me.re.ka untuk me.ndapatkan 

pe.nghasilan yang me.madai untuk me.re.ka. Ini harus dilakukan 

untuk ke.pe.ntingan anak se.ndiri dan ke.langsungan hidupnya. 

Se.bagian ulama me.ngatakan bahwa pada hari kiamat, Allah Swt. 
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akan be.rtanggung jawab atas anak-anaknya, dan bahwa anak juga 

be.rtanggung jawab atas orang tuanya. De.ngan de.mikian, orang tua 

me.miliki hak atas anaknya, dan anak juga me.miliki hak atas orang 

tuanya. 

6) Hak untuk me.ncari nafkah (biaya hidup) anak be.rhak atas 

pe.nghidupan dan biaya untuk se.mua ke.butuhan dari orang tua 

adalah sumbe.r utama pe.nghidupan anak. 

7) Hak atas pe.ndidikan dan pe.ngajaran yakni pe.ndidikan anak 

dimulai se.jak dini, saat lahir, bahkan se.jak saat itu anak masih 

dalam kandungan. 

8) Hak atas pe.rlakuan yang adil yakni se.orang anak be.rhak me.ndapat 

pe.rlakuan yang adil dari orang tuanya, baik mate.riil maupun 

immate.rial. Sikap adil orang tua te.rhadap anak tidak hanya te.rbatas 

pada mate.ri, te.tapi juga mate.ri be.rwujud se.pe.rti pe.rhatian, kasih 

sayang, dan Pe.ndidikan.37 

Dalam KHI pe.ngaturan me.nge.nai pe.rwalian di atur dalam 

Buku I Bab XV, mulai Pasal 107 sampai de.ngan Pasal 112. Apabila 

dipe.rhatikan ke.te.ntuan Pasal 110 dan Pasal 111, maka dapat dikatakan 

bahwa hak anak yaitu:  

(1) Hak untuk me.ndapatkan pe.me.liharaan/pe.ngasuhan de.ngan se.baik-

baiknya.  

(2) Hak untuk me.ndapatkan bimbingan agama. 

 
37Agus Muchsi Fikri, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan 

Yurisprudensi Di Pengadilan Agama, (Sulawesi Selatan: Penerbit Iain Parepare Nusantara Press, 

2022), h.40-43. 
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(3) Hak untuk me.ndapatkan pe.ndidikan dan ke.te.rampilan. 

(4) Hak untuk me.ndapatkan ganti rugi harta ke.kayaan jika timbul 

ke.rugian kare.na ke.salahan atau ke.lalaian wali.  

(5) Hak untuk me.ndapatkan se.luruh harta ke.kayaannya jika anak te.lah 

be.rusia 21 tahun atau te.lah kawin. 

 

B. Tinjauan Pustaka  

Pe.nulisan pe.ne.litian ini akan dikaitakan de.ngan pe.ne.litian te.rdahulu 

baik dalam be.ntuk skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Adapun skripsi 

atau karya tulis te.rse.but ialah se.bagai be.rikut: 

Pe.rtama, skripsi yang be.rjudul Pe.rmohonan Pe.rwalian Orang Tua Atas 

Anak Kandung Di Pe.ngadilan Agama Wate.s Kulonprogo (Analisa Pe.ne.tapan 

Pe.ngadilan Agama Wate.s Pe.rkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt) Ole.h 

Juanda Ade.tya Batu bara (2024), mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Unive.rsitas 

Islam Indone.sia. 

Pe.ne.litian ini me.miliki pe.rsamaan de.ngan pe.ne.litian yang akan 

dilakukan ole.h pe.ne.liti yaitu sama-sama me.mbahas te.ntang pe.rwalian 

te.rhadap anak yang dibawah umur. Pe.rbe.daan  antara pe .ne.litian ini de.ngan 

pe.ne.litian yang akan dilakukan yaitu pe.ne.litian ini ruang lingkup 

pe.mbahasannya le.bih me.ne.kankan pada pe.rmohonan pe.rwalian anak yang 

dilakukan ole.h ayah kandung nya kare.na ibunya te.rbukti tidak bisa me.rawat 

de.ngan baik. Se.dangkan ruang lingkup pe.mbahasan yang dilakukan ole.h 

pe.ne.liti yaitu le.bih me .ne.kankan pada ke.te.ntuan hukum pe.rmohonan pe.rwalian 
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yang dilakukan ibu te.rhadap anak kandung kare.na ayah kandung te.lah 

me.ninggal dunia. 

Ke.dua, skripsi yang be.rjudul Pe.rmohonan Orang Tua Se.bagai Wali 

Te.rhadap Anak Kandung (Analisis Pe.ne.tapan Pe.ngadilan Agama Bandung 

Pe.rkara Nomor 882/Pdt.P/2022/Pa.Badg) ole.h Daniza Al Zura Amalia  (2023), 

mahasiswa ahwal syakhsiyah Unive.rsitas Islam Ne.ge.ri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

Pe.ne.litian ini me.miliki pe.rsamaan de.ngan pe.ne.litian yang akan 

dilakukan ole.h pe.ne.liti yaitu sama-sama me.mbahas te.ntang pe.rwalian 

te.rhadap anak yang dibawah umur. Dan pe.rbe.daan antara pe.ne.litian ini de.ngan 

pe.ne.litian yang akan dilakukan yaitu pe.ne.litian ini me.mbahas Pe.rmohonan 

pe.rwalian te.rse.but diajukan ole.h ke.dua orang tua te.rhadap anak kandungnya 

de.ngan alasan untuk ke.pe.rluan administrasi pinjaman uang ke. Bank BRI. Hal 

ini dise.babkan kare.na yang akan dijadikan anggunan ke. bank yaitu se.rtifikat 

rumah atas nama Naizar (anak di bawah umur), se.hingga pihak bank me.minta 

pe.ne.tapan pe.rwalian. Dalam hal ini Hakim me.ngabulkan pe.rmohonan 

pe.rwalian dan me.ne.tapkan hanya pe.mohon II se.bagai wali yang be.rstatus 

se.bagai ibu kandungnya.. Se.dangkan ruang lingkup pe.mbahasan yang 

dilakukan ole.h pe.ne.liti yaitu le.bih me.ne.kankan pada ke.te.ntuan hukum 

pe.rmohonan pe.rwalian yang dilakukan ole .h ibu kandung te.rhadap anak 

kandung di kare.nakan ayah anak te.rse.but te.lah me.ninggal dunia . 
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Ke.tiga, skripsi yang be .rjudul “Pe.rse.psi Hakim Te.rhadap Pe.rmohonan 

Pe.rwalian Ole.h Orang Tua Kandung”,ole.h Aida Fitriyana, yang me.rupakan 

mahawiswa Unive.rsitas Islam Ne.ge.ri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021. 

Dalam pe.ne.litian ini dite.mukan bahwa te.rdapat pe.rbe.daan pe.ndapat 

hakim di lingkungan Pe.ngadilan Agama Barabai dan Pe.ngadilan Agama 

Banjarmasin te.rkait pe.rmohonan pe.rwalian anak yang diajukan ole.h orang tua 

kandungnya dimana Se.bagian hakim be.rpe.ndapat pe.rlu pe.natapan pe.rwalian 

anak te.rse.but dan Se.bagian hakim lainnya me.nganggap itu tidak pe.rlu. 

Pe.ne.litian ini be.rfokus pada bagaimana pe.ndapat hakim PA Barabai dan PA 

Banjarmasin pe.rihal pe.rmohonan pe.rwalian yang diajukan ole.h orang tua 

kandung dan apa alasan te.ntang pe.ndapatnya te.rse.but. 



31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Je.nis pe.ne.litian yang digunakan pe.nulis dalam pe.ne.litian ini adalah 

penelitian Pustaka (library research). Adapun metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif de.ngan pe.nde.katan yuridis normatif, 

Pe.nulis akan me.ngkaji dan me.nganalisis bagaimana pe.ne.tapan hakim dalam 

pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung pada 

pe.ne.tapan Hakim  nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg), Dan bagaimana 

pandangan hukum Islam te.rhadap pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian anak di 

bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan Hakim nomor 

135/Pdt.P/2023/PA.Ppg  

 

B. Sumber Data 

Sumbe.r data yang digunakan dalam pe.ne.litian ini ada dua je.nis, yaitu 

sumbe.r data prime.r dan sumbe.r data se.kunde.r.  

1. Sumbe.r data prime.r  

Sumbe.r Data prime.r dalam pe.ne.litian ini adalah pe.ne.tapan Hakim 

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg dan Kompilasi Hukum Islam (Intuksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991). 

2. Sumbe.r data se.kunde.r  

Pe.ne.litian ini me.manfaatkan data se.kunde.r yang dipe.role.h dari 

be.rbagai sumbe.r te.rpe.rcaya, Se.pe.rti dalam buku-buku atau karya tulis lain.  



 

 

32 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pe.ngumpulan data yang dilakukan 

pe.nulis dalam penelitian ini ialah: 

1. Studi Dokume.ntasi  

Dalam hal ini, Studi dokume.ntasi digunakan untuk me.ngumpulkan 

data dari pe.ne.tapan  Pe.ngadilan Agama dan dokume.n yang be.rkaitan 

de.ngannya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah se.bagai be .rikut:  

a. Me.mbaca se.rta me.mpe.lajari isi dari pe.ne.tapan. 

b. Me.ncari se.rta me.mahami dasar hukum yang te.rdapat dalam pe.ne.tapan. 

c. Me.ncari pe.rtimbangan hukum se.rta nilai-nilai hukum yang te.rdapat 

dalam pe.ne.tapan. 

d. me.ngklasifikasikan be.rkas be.rdasarkan je.nis data yang te.rkait de.ngan 

pe.rwalian. 

2. Studi Kepustakan  

Dalam hal ini, be.rbagai lite.ratur (buku-buku, jurnal, se.rta karya 

tulis lainnya) yang be.rkaitan de.ngan topik pe.mbahasan se.rta ke.te.ntuan-

ke.te.ntuan yang ada dalam kompilasi hukum islam  (KHI) yang be.rkaitan 

de.ngan pe.ne .litian ini dikumpulkan dan dipe.lajari se.bagai bagian dari 

te.knik pe.ngumpulan data. 

 

D. Analisis Data 

Dalam prose.s me.nganalisis data yang akan dikumpulkan, dilakukan 

tahapan-tahapan se.bagai be.rikut:  
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1. Me.ncari dan me.ngumpulkan data, se.rta me.nganalisis dokume.n dasar 

untuk bahan pe.ne.litian, yaitu be.rupa pe.ne.tapan Hakim nomor 

135/Pdt.P/2023/PA.Ppg, sumbe.r lite.ratur, dokume.n-dokume.n, se.rta 

ke.te.ntuan-ke.te.ntuan kompilasi hukum islam (KHI)  yang ada kaitannya 

de.ngan pe.ne.litian yang akan dilakukan.  

2. Me.lakukan pe.ngklasifikasian data yang dikumpulkan se.cara ke.se.luruhan 

be.rdasarkan rumusan masalah pe.ne.litian  

3. me.nghubungkan data yang te.lah diklasifikasikan de.ngan ke.te.ntuan-

ke.te.ntuan kompilasi hukum islam (KHI) yang be.rlaku.  

4. me.ngambil ke.simpulan dari data yang te.lah dikumpulkan dan 

diklasifikasikan se.bagai be.ntuk jawaban atas pe.rtanyaan-pe.rtanyaan 

pe.ne.litian. 

 

E. Teknik Penulisan 

Me.tode. pe.nulisan yang dipilih dalam pe.ne.litian ini adalah me.tode. 

de.skriptif  analisis, pe.nulis be.rusaha untuk me.nde.skripsikan pe.ne.tapan te.ntang 

pe.rmohonan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung di Pe.ngadilan 

Agama Pasir Pe.ngaraian. Kasus yang te.rjadi akan digambarkan dan dije.laskan 

se.cara siste.matis dan faktual. Ke.mudian kasus pe.ne.litian akan dianalisis 

me.nggunakan ke.te.ntuan yang ada di dalam kompilasi hukum islam se.rta 

dalam buku-buku fiqh Islam. 
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F. Sistematika Penulisan 

Pe.ne.litian ini te.rdiri dari lima bab. Se.luruh uraian akan saling 

be.rkaitan antara satu sama yang lain, se.bagai be.rikut: 

BAB I  :  Pe.ndahuluan, Pada bab ini pe.nulis me.mbahas te.ntang latar 

be.lakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

pe.ne.litian, dan manfaat pe.ne.litian.  

BAB II  :  Kajian Pustaka, Bab ini me.nguraikan te.ntang tinjauan umum 

me.liputi: Te.ntang pe.rmohonan, te.ntang Pe.rwalian me.liputi: 

pe.nge.rtian pe.rwalian, dasar hukum pe.rwalian, macam-macam 

pe.rwlian , syarat wali, hak dan ke.wajiban wali , te.ntang anak 

me.liputi: de.finisi anak, hak dan ke.wajiban anak, Se.rta me.mbahas 

tinjauan pustaka. 

BAB III  :  Me.tode. Pe.ne.litian, Bab ini me.nguraikan te.ntang je.nis pe.ne.litian, 

sumbe.r data, me.tode. pe.ngumpulan data, me.tode. analisa data, 

te.knik pe.nulisan, se.rta siste.matika pe.nulisan.  

BAB IV  :  Pe.mbahasan, Pada bab ini pe.nulis akan me.nje.laskan hasil 

pe.ne.litian me.nge.nai pe.ne.tapan hakim te.ntang pe.rmohonan 

pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung, dan 

me.nje.laskan bagaimana pandangan hukum islam te.rhadap 

pe.rmohonan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung di 

Pe.ngadilan Agama Pasir Pe.ngaraian.  
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BAB V  :  Ke.simpulan dan Saran. Dalam bab ini pe.ne.liti akan me.mbe.ri 

ke.simpulan dari hasil analisis  me.nge.nai pe.ne.tapan hakim te.ntang 

pe.rmohonan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung, 

dan ke.simpulan dari pandangan hukum islam te.rhadap ke.putusan 

pe.rmohonan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung di 

Pe.ngadilan Agama Pasir Pe.ngaraian.  se.lain itu juga pe.ne.liti 

me.mbe.ri saran yang dirasa pe.rlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Penetapan hakim dalam perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung 

pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg mengabulkan 

permohonan ibu (pemohon), Dimana se.harusnya hakim tidak pe.rlu 

me.mbe.rikan penetapan te.ntang pe.rwalian orang tua, namun hakim 

me.ngabulkan pe.rmohonan pe.rwalian untuk me.nye.le.saikan masalah pada 

kasus ini. Pasal 98 KHI  me.nyatakan bahwa orang tua kandung me.njadi 

wali se.kaligus yang be.rtanggungjawab te.rhadap pe.rbuatan hukumnya 

tanpa pe.rlu me.lakukan pe.ne.tapan te.rkait pe.rwaliannya, namun hakim te.tap 

me.lakukan pe.ne.tapan pe.rwalian ke.pada orang tua te.rse.but, se.bab 

pe.mohon me.mbutuhkan surat pe.ne.tapan pe.rwalian untuk me.lakukan 

ke.pe.ntingan hukum bagi anaknya yakni sebagai syarat dalam pengurusan 

hak-hak anak dalam harta peninggalan almarhum ayah anak-anak tersebut. 

Dimana hakim menilai bahwa hal ini untuk kepentingan terbaik anak-anak 

tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan 

perwalian anak oleh ibu kandung tersebut.  

2. Pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak 

di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 

135/Pdt.P/2023/PA.Ppg, Dimana dalam pandangan hukum Islam 

permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak-anak mereka 

adalah perkara yang tidak membutuhkan penetapan karna orang tua 
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merupakan sudah otomatis akan menjadi wali bagi anak-anaknya. Namun 

dalam permohonan ini, permohonan penetapan perwalian atas anak 

kandung ini dikabulkan oleh hakim pengadilan berdasarkan kepentingan 

terbaik bagi anak-anak. Permohonan penetapan ini jika dilihat berdasarkan 

kaidah fiqhiyyah: واجب فهو به إلا الواجب يتم  لا ما  yang be.rarti se .suatu yang 

tidak se.mpurna ke.cuali de.ngannya, maka hal te .rse.but adalah wajib. 

Kaidah ini jika dikaitkan de .ngan halnya pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian 

anak ole .h orang tua adalah se .suatu yang harus ada dalam 

me.nye.mpurnakan ke.wajiban pe.rsyaratan dalam me .ngurus taspe.n milik 

suami pe.mohon, dan de.ngan tidak adanya pe.ne.tapan pe.rwalian anak 

te.rse.but, maka tidak dapat te .rpe.nuhi ke.wajiban pe.ngurusan harta 

peninggalan almarhum ayah dari anak-anak tersebut. Maka dalam hal ini 

pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian ini harus dise.le.saikan. 

B. Saran  

Disarankan agar dalam setiap permohonan penetapan perwalian anak 

di bawah umur, khususnya yang diajukan oleh ibu kandung, pengadilan tidak 

hanya mempertimbangkan aspek administratif dan normatif, tetapi juga 

memperhatikan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak secara 

lebih komprehensif. 

Diharapkan dapat dilakukan harmonisasi antara hukum Islam dan 

hukum positif mengenai kedudukan ibu kandung dalam permohonan 

perwalian, agar tidak terjadi kerancuan hukum di tingkat praktis. Perlu juga 

dibuat pedoman atau peraturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme 
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perwalian oleh orang tua dalam hal yang berkaitan dengan administrasi negara 

dan harta peninggalan. 
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